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ABSTRAK 

Misbakhul Ulum. 2023. Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan 

fintech lending syariah (Studi atas Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid 

al-Syariah). Dosen pembimbing: Heris Suhendar, M.H. 

Hadirnya platform layanan penyelenggaraan fintech lending syariah 

memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dengan berbagai kemudahan yang 

ditawarkan. Akan tetapi dalam operasionalnya, layanan penyelenggaraan fintech 

lending syariah juga dapat menimbulkan risiko, salah satu risiko yang bisa 

ditimbulkan adalah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi 

pengguna layanan. Sebab, penyelenggaraan fintech lending syariah tidak terlepas 

dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta pengungkapan data 

pribadi pengguna layanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab menjawab pertanyaan; 1. 

Bagaimana ketentuan hukum perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan 

fintech lending syariah? 2. Bagaimana relevansi pemikiran jasser auda tentang 

maqashid syariah dengan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech 

lending syariah? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 

preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian 

hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum 

tentang perlindungan data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan 

fintech lending syariah, serta menganalisis ketentuan terkait perlindungan data 

pribadi pengguna layanan fintech lending syariah dalam perspektif pemikiran Jasser 

Auda tentang maqashid al-Syariah. 

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: ketentuan terkait perlindungan data 

pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending syariah sudah diatur dalam POJK 

No. 10 /POJK.05.2022 dan UU No. 27 Tahun 2022. Di mana pada intinya 

penyelenggara memiliki kewajiban melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna 

layanan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik data pribadi. Kemudian 

perlindungan data pribadi dalam layanan fintech lending syariah memiliki relevansi 

terhadap pemikiran maqashid al-Syariah Jasser Auda terhadap fitur-fitur teori 

sistem yang digunakan Jasser Auda diantaranya fitur kognisi, keterbukaan, hierarki 

saling berkaitan, dan fitur kebermaksudan, serta pemenuhan prinsip keadilan dan 

pemuliaan hak asasi manusia. 

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Fintech Lending Syariah, Maqashid al-

Syariah Jasser Auda 

 



xi 

 

ABSTRACT 

Misbakhul Ulum. 2023. Protection of Personal Data in the implementation of 

sharia fintech lending (Study of Jasser Auda's Thoughts About Maqashid al-

Syariah). Supervisor: Heris Suhendar, M.H. 

The presence of a sharia fintech lending service platform provides various 

benefits for the community with the various facilities offered. However, in its 

operations, providing sharia fintech lending services can also pose risks, one of the 

risks that can arise is the risk of leakage or misuse of service users' personal data. 

This is because the implementation of sharia fintech lending is inseparable from 

the activities of collecting, processing, using and disclosing personal data of service 

users. 

This study aims to answer the questions; 1. What are the legal provisions 

for personal data protection in the implementation of sharia fintech lending? 2. 

What is the relevance of Jasser Auda's thoughts about maqashid sharia with the 

protection of personal data in the implementation of sharia fintech lending? 

This research uses a type of normative legal research that is prescriptive 

with a statute approach. Normative legal research in this study was carried out by 

examining legal aspects regarding the protection of service users' personal data in 

the implementation of sharia fintech lending, as well as analyzing provisions 

related to the protection of personal data of users of sharia fintech lending services 

from the perspective of Jasser Auda's thoughts on maqashid al-Syaria. 

The results of the analysis conclude that: provisions related to personal data 

protection in the implementation of sharia fintech lending have been regulated in 

POJK No. 10 /POJK.05.2022 and Law no. 27 of 2022. In essence, the operator has 

the obligation to protect the confidentiality of the personal data of service users and 

guarantee the fulfillment of the rights of the owner of personal data. Then the 

protection of personal data in sharia fintech lending services has relevance to 

Jasser Auda's maqashid al-Syariah thinking on the features of the system theory 

used by Jasser Auda including features of cognition, openness, interrelated 

hierarchies, and features of meaning, as well as fulfillment of the principles of 

justice and respect for rights human rights. 

Keywords: Personal Data Protection, Sharia Fintech Lending, Maqashid al-

Syariah Jasser Auda 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi saat ini, berpengaruh pada 

banyak aspek kehidupan masyarakat secara global, membawa perubahan yang 

signifikan dalam kerangka sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Teknologi saat 

ini merupakan faktor penting dan menjadi pendorong utama dalam perubahan 

dan perkembangan peradaban manusia.1 Salah satu dampak yang dipengaruhi 

oleh berkembangnya teknologi informasi adalah dengan hadirnya suatu model 

bisnis pada bidang  keuangan, yaitu Financial Technology (fintech).  

Financial Technology (fintech) didefinisikan sebagai bentuk usaha yang 

menggunakan teknologi informasi untuk mendukung penyediaan sistem serta 

layanan keuangan secara lebih efektif dan efisien.2 Salah satu jenis fintech yang 

sata ini berkembang di Indonesia adalah fintech peer to peer lending atau yang 

biasa disebut dengan fintech lending. Dalam POJK No. 10 Tahun 2022, 

dijelaskan bahwa fintech lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa 

keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam 

melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara 

langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.3 

Saat ini, pertumbuhan fintech lending juga merambah pada industri 

 
1 Avianti, Ihya dan Triyono. Ekosistem Fintech di Indonesia. Jakarta: PT Kaptain 

Komunikasi Indonesia, 2021. hlm.3 
2 Simarmata, Janner Dkk. Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era 

Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. hlm.1 
3 Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan 

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 
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keuangan syariah dengan hadirnya fintech lending dengan berdasarkan prinsip-

prinsip syariah atau yang biasa disebut dengan fintech lending syariah. fintech 

lending syariah didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan 

berdasarkan prinsip syariah dengan mempertemukan Pemberi Pembiayaan 

dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan 

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Secara  umum, 

operasional fintech Lending syariah hampir sama dengan apa yang ada dalam 

penyelenggaraan fintech Lending konvensional, hanya saja yang membedakan 

adalah dalam kegiatan transaksi di fintech Lending syariah haruslah mengikuti 

prinsip-prinsip syariah, seperti terlepas dari sifat riba, gharar, maysir, tadlis dan 

dharar. 

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 22 April 2022, terdapat 

8 (delapan) penyelenggara atau perusahaan P2P Lending Syariah yang telah 

mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.4 

No. Nama Sistem Elektronik Website Nama perusahaan 

1.  Investree investree.id PT. Investree Radhika Jaya 

2. Ammana.id Ammana.id PT. Ammana Fintek Syariah 

3. ALAMI p2p.alamisharia.co.id PT. Alami Fintek Sharia 

4. DANA SYARIAH danasyariah.id PT. Dana Syariah Indonesia 

5. Duha SYARIAH duhasyariah.com PT. Duha Madani Syariah 

6. qazwa.id qazwa.id PT. Qazwa Mitra Hasanah 

7. PAPITUPI SYARIAH papitupisyariah.com PT Piranti Alphabet Perkasa 

 
4 ojk.go.id/id. “kanal/iknb/financial-technology” diakses pada tanggal 26 Mei 2022. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-

Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx  

http://www.investree.id/
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx


 

 

3 

 

8. ETHIS ethis.co.id PT Ethis Fintek Indonesia 

Fintech lending syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya juga tidak 

terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta 

pengungkapan data pengguna, dalam hal ini pemberi pinjaman/lender dan 

penerima pinjaman/borrower, maka sudah seharusnya data-data yang masuk ke 

dalam sistem penyelenggara tersebut mendapatkan proteksi dari ancaman 

peretasan atau pembobolan serta penyalahgunaan data oleh pihak lain. Sebab, 

dalam beberapa tahun terakhir, isu terkait keamanan data pribadi menjadi 

perhatian pemerintah dan masyarakat dengan berbagai kasus kebocoran data 

pribadi yang dialami oleh perusahaan yang operasionalnya berbasiskan tekologi 

informasi. Terlebih lagi data pribadi dalam aktivitas teknologi informasi sangat 

rentan dan mudah untuk dipindahtangankan tanpa kontrol dari pemilik data. 

Untuk itu diperlukan kehati-hatian penyelenggara dalam mengelola data 

pengguna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Dalam Islam bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak manusia 

terdapat dalam konsep maqashid syariah yang setidaknya meliputi lima bentuk 

perlindungan yakni hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz an-nafs 

(perlindungan jiwa), hifdz al-aql (perlindunga akal), hifdz al-mal (perlindungan 

harta), dan hifdz an-nasl (perlindungan kehormatan/keluarga), 5 (lima) bentuk 

perlindungan tersebut termasuk dalam kebutuhan primer (dharuriyat) yang 

keberadaannya mutlak dan harus ada pada diri manusia.  

Sedikit berbeda dengan konsep maqashid syariah di atas, Jasser Auda, 

seorang pakar maqashid syariah mengembangkan konsep maqashid syariah 
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dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya.5 Jasser Auda 

menempatkan maqashid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi 

fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, Jasser 

Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori 

maqashid syariah dari yang semula hanya terbatas pada kemaslahatan individu, 

perlu diperluas dimensinya dan meliputi wilayah yang lebih luas.6 Dalam rangka 

memperbaiki jagkauan maqashid, klasifikasi kontemporer membagi maqashid 

menjadi tiga tingkatan, antara lain: maqashid umum (maqashid al-‘ammah), 

maqashid khusus (maqashid al-khassah), dan maqashid parsial (maqashid al-

juz’iyyah). 

Dengan klasifikasi diatas, maka ide maqashid dalam maqashid 

kontemporer diperluas cakupan jangkauan manusia yang lebih luas, menjadi 

berfokus pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia, 

seperti perlindungan pada martabat dan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut 

menempakan kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat umum di atas 

kepentingan yang bersifat individual. Dengan pemekaran jangkauan subjek yang 

dicakup dalam maqashid ini menjadikan maqashid dapat merespon isu-isu 

global dan tantangan dunia modern saat ini.7 

Jasser Auda, dalam kerangka rekonstruksi maqashd syariah yang 

 
5 Gumanti R. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum 

Islam).” Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1 maret 2018. hlm.114 
6 Syukur P. “Maqasid Al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya 

Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)” Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017. 

hlm.132 
7Jasser Auda. “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem”. 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). hlm.37   
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fundamental, menggunakan fitur-fitur dalam teori sistem diantaranya fitur 

kognitif, wholeness, openess, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, 

dan purposefulness, dimana fitur-fitur tersebut saling berkaitan antara satu fitur 

dengan fitur lainnya. Relevansi dari pemikiran Jasser Auda tentang maqashid 

syariah dengan perlindungan data pribadi adalah bahwa perlindungan data 

pribadi juga merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, 

hal ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda melalui hasil perluasan makna 

dalam memahami maqashid terutama pada tingkatan daruriyat dalam teori 

maqashid klasik, yang semula bernuansa penjaaan (protection) dan pelestarian 

(preservation), menuju maqashid syariah yang bercita rasa pengembangan 

(development) dan pemuliaan hak asasi manusia (human right).8 

Dengan berbagai isu-isu hukum yang berkembang saat ini, maka 

kebutuhan akan sebuah konstruksi metodologi keilmuan hukum yang 

komprhensif guna mensikapi berbagai tantangan terutama dalam isu hukum 

ekonomi syariah menjadi semakin penting. Maka dari itu, dalam peneitian ini, 

dengan menggunakan konstruksi pemikiran Jasser Auda tentang maqashid al-

Syariah sebagai bahan analisis, penelitian ini akan difokuskan pada isu 

“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN 

FINTECH LENDING SYARIAH (Studi atas Pemikiran Jasser Auda 

Tentang Maqashid al-Syariah).” peneliian ini akan mengkaji tentang 

bagaimana ketentuan hukum perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan 

 
8 Jasser Auda. “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem”. 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). hlm.11 
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fintech lending syariah dengan melihat isi muatan materi yang terdapat dalam 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari pemikiran Jasser Auda 

tentang maqashid al-syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas penulis telah merumuskan beberapa 

masalah diantaranya: 

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam 

Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah? 

2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Jasser Auda tentang Maqashid Syariah 

dengan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech Lending 

Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah antara lain:  

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perlindungan data pribadi 

dalam penyelenggaraan fintech lending syariah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran jasser auda tentang 

maqashid syariah dengan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan 

fintech lending syariah 

D. Kegunaan Penelitian 

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

sumber materi pembelajaran menganai perlindungan terhadap data pribadi 

pengguna layanan fintech lending syariah 
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2. Manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan kontribusi pemikirann dan 

sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun praktisi hukum mengenai 

perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan fintech lending syariah 

E. Kerangka Teoritik 

a. Perlindungan Hukum 

Menurut Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum merupakan upaya 

melindungi harkat dan martabat, serta penghormatan pada hak asasi 

manusia oleh subjek hukum berdasarkan aturan yang berlaku, atau sebagai 

himpunan peraturan dan kaidah yang bisa melindungi satu hal dari hal 

lainnya. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan menggunakan dua 

sarana yaitu sarana perlindungan yang bersifat perventif dan perlindungan 

yang bersifat represif dengan berdasarkan prinsip perlindungan hukum yang 

didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia9 

b. Teori Maqashid Syariah menurut Jasser Auda 

Seorang pakar maqashid syariah yaitu jasser Auda mengembangkan 

konsep maqashid syariah dengan perspektif yang berbeda yaitu 

menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan 

pendekatan yang bersifat holistik, dimana setiap entitas dilihat sebagai satu 

kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem dengan tujuan agar 

syariah Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan umat, 

 
9 Philipus M. hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya; PT. Bina 

Ilmu, 1987) hlm 2 
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dan mampu merespon tantangan kontemporer, maka cakupan dari dimensi 

teori maqashid harus diperluas.10  

Oleh karena itu, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran 

paradigma dalam memahami teori maqashid syariah dari yang semula hanya 

terbatas pada kemaslahatan individu, perlu diperluas dimensinya dan 

meliputi wilayah yang lebih luas. Dari yang semula bernuansa penjagaan 

(protection) dan pelestarian (preservation), menuju maqashid syariah yang 

bercita rasa pengembangan (development) dan pemuliaan hak asasi manusia 

(human right).11 Diantaranya seperti Hifz al-Din  dimaknai sebagai 

perlindungan kebebasan berkeyakinan, hifz al-nasl dimaknai sebagai 

perlindungan terhadap keluarga, hifz al-aql dimaknai sebagai perwujudan 

berpikir ilmiah atau semangat mencari ilmu pengetahuan, hifz an-nafs 

dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan hifz al-mal 

dimaknai sebagai perwujudan solidaritas sosial 12 

F. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian dengan judul “Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda 

(Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam) penelitian ini berbentuk jurnal 

yang ditulis oleh Retna Gumanti dari Insitut Agama Islam Sultan Amai 

Gorontalo. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemikiran hukum 

 
10 Gumanti R. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum 

Islam).” Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1 maret 2018. hlm.114 
11 Jasser Auda. “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem”. 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). hlm.11 
12Syukur P. “Maqasid Al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya 

Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)” Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017. 

hlm.132 
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Islam Maqashid Syariah Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan 

teori sistem serta relevansinya dengan isu-isu terkait hukum Islam yang 

terus berkembang  di era modern saat ini. Dalam penelitian ini menjelaskan 

terkait kritik Jasser Auda terhadap Usul Fiqh yang terkesan tekstual dan 

mengabaikan tujuan teks, klasifikasi sebagian teori usul al-Fiqh mengiring 

pada logika biner dan dikotomis, serta analisa usul fiqh yang bersifa 

reduksionis dan atomistik. Selain itu Jasser Auda juga mengkritik maqashid 

klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu 

menjawab permasalahan dunia yang terjadi. Maka oleh Jasser Auda 

cakupan dan dimensi teori maqashid diperluas agar dapat menjawab 

tantangan zaman kekinian.13 

Penelitian dengan judul “Relevani Maqasid Syariah Kontemporer 

Jasser Auda terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai 

Lembaga Pengawas Perbankan Syariah.” Penelitian ini berbentuk skripsi 

yang ditulis oleh Hafizh Pandhitio dari Uinveristas Islam Negeri Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini membahas tentang bagaimana 

peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dalam 

Perbankan Syariah dengan menganalisis menggunakan perspektif 

pemikiran maqashid syariah kontemporer Jasser Auda. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan 

menggunakan pendekatan induktif. kontemporer. Metode yang digunakan 

 
13 Gumanti R. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum 

Islam).” Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1 maret 2018 
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dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil peneitian ini 

menjelaskan bahwa realisasi kewenangan OJK dalam mengawasi 

perbankan syariahdari sudut pandang pemikiran maqashid syariah jasser 

auda melalui pisau analisis sistem untuk mempertehankan keterbukaan, 

pembaharuah, realisme, dan keluwesan dalam kewenangan OJK sebagai 

lembaga pengawas perbankan syariah.14 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dnegan judul “Konstruksi 

Hukum Ekonomi Islam Kontemprer (Analsis’ Teori Sistem Jasser Auda’ 

terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” Penelitian ini berbentuj 

jurnal yang ditulis oleh Fahrul Ulum, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan 

berbagai isu yang berkembang terutama dalam konteks ekonomi Islam 

sehingga keilmuan hukum ekonom Islam dituntut untuk mengalami 

pertumbuhan yang tinggi. Dengan menggunakan konstruksi teori sistem 

Jasser Auda diharapan dapat memberikan peluang yang lebih fleksibel dan 

solutif dalam perkembangan ekonomi Islam.15 

Beberapa kajian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

sedang penulis bahas, yaitu menggunakan pemikiran Jasser Auda tentang 

maqashid syariah sebagai bahan dalam menganalisis suati isu-isu hukum 

 
14 Pandhitio, Hafizh. “Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda terhadap 

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah.” Universtas 

Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. Diakses dari 

http://repository.uinsaizu.ac.id/13163/1/HAFIZH%20PANDHITIO%20-%20SKRIPSI.pdf  
15 Ulum, Fahrur. “Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer : Analisis Teori Sisten 

Asser Auda Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Istinbath:  Jurnal Hukum Islam Vol. 15 

No. 1 (2016) 

http://repository.uinsaizu.ac.id/13163/1/HAFIZH%20PANDHITIO%20-%20SKRIPSI.pdf
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yang berkembang. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan 

beberapa kajian di atas belum ada yang membahas mengenai urgensi 

perlindungan terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending 

syariah. Padahal, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hal yang 

sangat penting di era perkembangan teknologi informasi saat ini. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaittu 

dengan  mengkaji aspek hukum tentang perlindungan hukum terhadap 

keamanan data pribadi pengguna dalam penyelenggaraan layanan 

fintech lending syariah yaitu borrower/penerima pinjaman dan 

lender/pemberi pinjaman, dengan bersumber pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta urgensi perlindungan terhadap 

keamanan data pribadi pengguna layanan fintech lending syariah dalam 

perspektif  pemikiran Jasser Auda tentang maqashid syariah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute 

approach) dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang 

atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindingan Data Pribadi. 

Selain itu, penulis juga menganalisis aturan-aturna lain yang berkaitan 

dengan perlindungan data pribadi. penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dimaksud di sini 
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adalah penelitian pada konsep hukum seperti fungsi, lembaga, serta 

model regulasi fintech syariah di Indonesia, serta kaitannya dengan 

konsep maqashid syariah. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

3. Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan 

Data Pribadi 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi 

Informasi 

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial 

8. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 
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b. Bahan Non-Hukum 

Bahan hukum sekunder digunakan peneliti sebagai penunjang 

data primer antara lain seperti naskah akademik, buku, jurnal ilmiah, 

skripsi, serta bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum 

yang ada dalam penelitian ini, dan kaitnnya dengan relevansi pemikiran 

Jasser Auda tentang maqashid syariah 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu studi pustaka (library study) dengan cara mencari  dan mengkaji berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta 

bahan hukum lain yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu, juga melakukan penelusuran buku-

buku serta jurnal-jurnal hukum terkait dengan konsep-konsep yang sedang 

diteliti.16 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian proses selanjutnya 

adalah analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik analisis yang 

digunakan adalah model analisis miles dan huberman, yaitu model analisis 

yang dilakukan dengan menekankan kegiatan analisis dalam empat alur 

kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, diantaranya yaitu 

pengumpulan bahan hukum, reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, 

 
16 Dr.Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press,2020. hlm. 

67 
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dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).17 

H.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka 

secara sistematis, penulis akan menempatkan keseluruhan materi pembahasan 

ke dalam 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penalitian. 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA 

PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH LENDING 

SYARIAH 

Bab ini membahas terkait beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya, Teori Perlindungan Hukum, Teori Maqashid Syariah, 

Konsep Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah, dan konsep Data Pribadi. 

BAB III : PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG MAQASHID AL-

SYARI’AH 

Bab ini membahas terkait profil biografi Jasser Auda,  serta pemikirannya 

tentang teori Maqashid al-Syariah 

BAB IV : RELEVANSI PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG 

MAQASHID AL-SYARI’AH DENGAN PERLINDUNGAN DATA 

 
17 Bachtiar. Metodologi Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018. 

hlm.170-171 
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PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH LENDING 

SYARIAH 

Bab ini merupakan analisis yang  memuat terkait ketentuan hukum perlindungan 

data pribadi dalam penyelenggaraaan fintech lending syariah dan releansinya 

dengan pemikiran maqashid al-Syariah Jasser Auda 

BAB V : PENUTUP 

Bab  ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran  atas 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan di atas serta 

menjawab masalah rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan terkait perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan 

dalam penyelenggaraan fintech lending syariah sudah diatur dalam POJK 

No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis 

Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi. Di mana dalam aturan tersebut pada intinya 

penyelenggara fintech lending memiliki kewajiban dalam hal pemrosesan 

data pribadi seperti melindungi serta menjaga kerahasiaan data pribadi, 

adanya persetujuan menggunakan atau memproses data pribadi, serta 

tersedianya mekanisme autentifikasi, verifikasi, dan validasi untuk 

mengakses atau memproses data pribadi maupun data keuangan. Selain itu 

penjatuhan sanksi juga dapat diberikan kepada penyelenggara apabila 

terdapat pelanggaran dalam hal pemrosesan data pribadi pengguna layanan 

baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana. 

Implementasi pemrosesan data dalam penyelenggaraan fintech lending 

syariah juga harus mengedepankan pada pelaksanaan prinsip perlindungan 

data pribadi, serta penghormatan atas harkat martabat dan privasi setiap 

individu. 
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2. Pemikiran  Jasser Auda tentang maqashid al-syariah terhadap ketentuan 

peraturan perlindungan data pribadi, khususnya dalam fintech lending 

syariah, memiliki beberapa relevansi dari pendekatan teori sistem yang 

diusung oleh Jasser Auda, diantaranya seperti fitur kognisi, keterbukaan, 

hierarki saling berkaitan dan fitur kebermaksudan. Selain itu upaya-upaya 

perlindungan data pribadi pengguna layanan fintech lending syariah juga 

sejalan dengan konsep hifdz al-huquq al-insan (Perlindungan hak-hak 

asasi manusia), hifdz al-‘Ird (Perlindungan harkat dan marabat manusia), 

dan hifdz al-mal (perlindungan harta, ekonomi, dan perwujudan solidaritas 

sosial) dari hasil perluasan makna tingkatan dharuriyyat pada teori 

maqashid klasik yang dilakukan oleh Jasser Auda. Pemikiran maqashid 

syariah Jasser Auda dalam konteks perlindungan data pribadi fintech 

lending syariah memiliki penekanan pada terbentukya unsur keadilan, 

kerahasiaan, perlindungan dan penghormatan privasi, harkat martabat 

serta hak-hak asasi setiap manusia, guna terwujudnya tujuan utama dalam 

hukum Islam yaitu terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat. 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya 

penulis melalui skripsi ini menyampaikan beberapa saran sebgai berikut: 

1. Bagi penyelenggara 

Penyelenggaraan fintech lending syariah yang operasionalnya 

berbasiskan teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat 
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perekonomian serta oportuniti yang cukup menjanjikan bagi masyarakat 

banyak. Akan tetapi penyelenggaraannya juga harus memperhatikan 

kemungkinan riiko yang mungkin ditimbulkan dari penyelenggaraan 

fintech lending syariah, salah satunya adalah risiko kebocoran data pribadi 

pengguna layanan fintech lending syariah. oleh karena itu, dalam 

pemrosesan data pribadi penyelenggara harus bertanggung jawab atas 

pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi serta memperhatikan hak-

hak yang dimiliki oleh subjek pemilik data pribadi yang menjadi bagian 

dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dengan begitu, 

penyelenggaraan fintech lending syariah diharapkan dapat memberikan 

layanan yang berkualitas serta memberikan manfaat bagi penyelenggara 

sendiri ataupun masyarakat secara luas. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan menjadi pengguna yang bijak dan cerdas 

serta dituntut lebih aware akan pentingnya data pribadi yang mereka miliki 

untuk tidak dengan mudah memberikan dan menyebarkan data pribadi 

mereka pada platform yang tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, 

dalam menggunakan platform layanan fintech lending serta masyarakat 

juga diharapkan untuk lebih memilih platform fintech lending yang sudah 

terdaftar dan berizin oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena dengan 

menggunakan laynaan yang sudah terdaftar dan berizin oleh OJK maka 

dapat diasumsikan penyelenggara tersebut memiliki kompetensi serta 
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reputasi yang baik dalam penyelenggaraan fintech lending guna 

meminimalisir risiko yang ditimmbulkan dari operasional fintech lending. 
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